nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM

Disusun da an gelar

Sarjana Ek as Islam Riau

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



‘Meny wes] se)isJAIu) ueeyesndig

i disay yejepe i udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA




‘Nery We[sy sejysIAru) ueeyeisndidg

: I disay yepepe pup udwnyo(q

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi S1




YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU

F.A.3.10

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia — Kode Pos: 28284

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310570
Nama Mahasiswa -
Dosen Pembimbing

Program Studi
Judul Tugas Akhir

Judul Tugas Akhir
(Bahasa Inggris)

Lembar Ke

Hari/Tanggal

]

Blmbingan
e

I LIJRLIN?

!

u) ueeyeisndidg

EPE |

i

ISJI9A
B

nenj Wejsy se}

Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan

artemen/Ketua Pro

T —
MTGTMZEWNTCW

( )

2 Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru

" melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing

4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5 Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada

* skripsi.

B'Ilkajumlahpeltemuanpadakartubimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui

SIKAD




‘NEry We[s| SejIsIdAIu ueeyeisndiog

Iy disay yejepe il udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI/ MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No:
668/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Maka pada Hari Kamis 30 Juni 2022
dilaksanakan Ujian Oral Ko rehenswequa Hl_]au Proglam Sarjana Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Universitas Islam R ahun Akademis 2021/2022
INama

2NPM

3.Program Stt

4 Judul skrips nalisis, cAKunfabilitas ; am Pengelolaan

a Teluk Kanidai

5.Tanggal ujian
6.Waktu ujian
7.Tempat ujian

Dosen penguji : _ d
1. Hj. Alfurkaniati,'SE., M f A =PI ) |
2. Emkhad Arif, SE., '8 R, (. . ............... @w ....... )
3. Sanusi Ariyanto, SE..' WL § W Sl i aenene )

Notulen
1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak.,

Pekanbaru, 30 Juni 2022
Mengetahui




SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 668 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir
dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud
serta dosen penguiji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan
perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekans

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Rl Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Undang-undang Rl Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah R1. Nemor: 4-Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi

5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.

6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/11/1976 Tentang Peraturan Dasar Univer-
sitas Islam Riau.

7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/1X/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/1X/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-111/1\V/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
Nama . Annisa Lifriance
NP M : 185310570
Program Studi » Akuntansi-S1
Judul skripsi : Analisis*”Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar).

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO Nama Pangkat/Golongan Bidang Diuji Jabatan
1 | Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA Lektor, C/c Materi Ketua
2 | Emkhad Arief, SE., M.Si, Ak Asisten Ahli, C/b Sistematika Sekretaris
3 | Sanusi Ariyanto, SE., MM Asisten Ahli C/b Methodologi Anggota
4 Penyajian Anggota
5 Bahasa Anggota
6 | Dian Saputra, SE.,M.Acc.,AK.CA Assisten Ahli, C/b - Notulen
7 - Saksi Il
8 - Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan
akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. A

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



NEry We[s| Se)IsIdAu ueeyeisndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Ma an Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

No ma Keterangan

Hasil Seminar : *)

1. Lulus
2, Ll.llllS-'
3. Tidak Lulus

Mengetahui

Pekanbaru, 30 Juni 2022
An.Dekan i

\v.
r" 1
?—- I}
-
1§

,.1" ¢ :":"J oS-

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak, cﬁ‘.\,:v‘fr. 5. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Wakil Dekan I L _Nom O o

*) Coret yang tidak perlu




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

d

I disay yejepe il udwnyo

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Annisa Lifriance
NPM : 185310570
Judul Proposal : Anz ansparansi Dalam Pengelolaan

asus Desa Teluk Kanidai

Pembimbing
Hari/Tanggal Se

Hasil Seminar di
1.Judul
2 Permasalahan
3.Tujuan Penelitian

=Y
=
H
8

5.Variabel yang dite
6.Alat yang dipakai
7.Populasi dan sampel
8.Cara pengambilan
9.Sumber data
10.Cara memperole
11.Teknik pengolaha
12.Daftar kepustakaa

No Tanda Tangan

Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., AKBGA e N —
: o 2 ¢

Nina Nursida, SE., M.Acc 3. /%

£
>
&
e
.
B,
2
g
=
5>

*Coret yang tidak perlu a8

Mengetahui
An Dekan Bidang Akademis

Pekanbaru, 02 Maret 2022
Sekretaris,

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA . Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA




SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1024/Kpts/FE-UIR/2021

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan : 1.

Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-04 Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil
yang baik, perlu. ditunjuk dosen pembimbing .yang akan memberikan bimbingan
sepenuhnya terhadap-Mahasiswa tesebut

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Statuta Universitas Islam-Riau Tahun 2018

SK. Dewan Pimpinan.'YLP| Riau Nomor : 106/Kpts. ALYLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan
Rektor UniversitasIslam Riau Periode. 2017-2021

Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik
Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas
akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau

a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam
penyusunan skripsi yaitu :

No. Nama Jabatan Fungsional Keterangan
1. | Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA. Lektor Pembimbing
2. Mahasiswa yang dibimbing-adalah :
Nama . Annisa Lifriance
NP M : 185310570
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau
Nomor : 598/UIR/IKPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program
Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.

4. Dalam pelaksana bimbingan supaya.memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar
Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Universitas Islam Riau.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pacs an 07 Ok‘t‘ﬁer 2021
/-

ﬁnSDm n> ‘

o’

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP,Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PN ZILSE)

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Emall : info@uir.ac.id Website : www.eco.ur.ac.id

Ketua Program Ak sitas Islam Riau

Nama

NPM

Program Studi

Judul Skripsi ° AKUNTAE / ISPARANSI DALAM
P : DD) (STUDI KASUS

ANG KABUPATEN

Dinyatakan sudah m
setiap subbab naska
Surat Keterangan in
pustaka.

Demikian surat ketera

30 % yaitu 25 % pada
ion paper repository,
rat keterangan bebas

0duli 2022

AN S di Akuntansi
D\ 4

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

L Ak., CA




nery we[sy sejisIdAu) ueeyeisndiog

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

(Studi Kasus Desa TelukKanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

<
=
&
=
h ¢

‘\\\\\\ f
é

.

iy disay yejepe il udwnyo(]




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi
dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Teluk Kanidai Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan
data primer dan data sekunder sebagai jenis..dan sumber datanya. Teknik
pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas di Desa Teluk Kanidali
sudah akuntabel dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa
Teluk Kanidai telah menginformasikan APBDesa herupa baliho yang sudah bisa
dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun, tidak terdapatnya dibaliho
tersebut kegiatan apa saja yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Desa
Teluk Kanidai juga belum memberikan informasi APBDesa di website resmi Desa
dan tidak ada pencatatan kas masuk dan keluar di papan informasi sehingga tidak
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Maka, Desa Teluk Kanidai belum
menerapkan = sepenuhnya - sistem transparansi serta belum = sesuai dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga perlu ada perbaikan serta pembinaan
lebih lanjut agar mewujudkan pemerintahan desa yang baik di Desa Teluk Kanidali
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Tranparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)



ABSRACT

This study aims to analyze Accountability and Transparency in the Management
of Village Fund Allocations in Teluk Kanidai Village, Tambang District, Kampar
Regency.

This research is a qualitative-descriptive Study using.primary data and
secondary_ data as the types and sources of data. Data collection techniques in the
form of interviews and documentation. Data analysis techniques in the form of data
collection, data reduction, data presentation and conclusions and verification.

The results of this study'indicate that Accountability/in Teluk Kanidai Village is
already accountable and in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.
Teluk Kanidat Village has informed the APBDesa in the form of billboards that can
be seen directly by the local community. However, there are no activities on the
billboards that-have been carried out or have not been carried out. Teluk Kanidali
Village also has not provided APBDesa information on the village's official website
and there is no recording of incoming and outgoing cash on the information board
so that it cannot be easily accessed by the public. So, Teluk Kanidai Village has not
fully implemented the transparency system and IS not in accordance with
Permendagri Number 20 of 2018, so there needs to be further improvement and
guidance in order to realize good village .governance in Teluk Kanidai Village,
Tambang District, Kampar Regency.

Keywords: Accountability, Transparency, Allocation of village funds
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pertanggungjawaban yang terdapa sa;/Alokasi Dana Desa (ADD) dari
Pemerintah Pusat maupun Peme erta dana lain berupa pendapatan asli
desa (PAD). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa dan asset kepenghuluan atau desa, pemerintahan desa
akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelola yang disebut dengan dana

desa. Dengan adanya dana tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga pemersalahan seperti
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kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat
diminimalisir.

Untuk membentuknya pemerintahan yang baik, pemerintah desa pun harus

apa saja. Serta erinta "." - A WeWs tuk mengelola

keuangan  desa g . I aha gsa | harus

Masyarakat pun ikut andil dalam seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang
mana keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas mempunyai sebuah kontrol
terhadap kinerja pemerintah desa.

Transparansi ialah salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang



baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses informasi

untuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Alokasi Dana Desa. (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa- merupakan bagian ~dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Bealanja
Daerah (APBD) setelah di-karangi' Alokasi Dana Khusus. Berikut-adalah Besaran
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar Tahun 2019-2020:

Tabel 1.1

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar pada Tahun 2019-2020
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2019 Tahun 2020
Rp.592.164.000 Rp. 523.855.000
Sumber: Laporan Realisasi APBDesa Pemerintahan Desa Teluk Kanidai
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Tahun 2019 dan 2020

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun
2019 yang berjumlah Rp. 592.164.000 dan Tahun 2020 berjumlah Rp. 523.855.000
mengalami penurunan sebesar Rp. 68.309.000. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahun 2019 dan 2020 akan diuraikan.pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Sumber Dana:
Alokasi Dana Desa) Tahun 2019

No. Uraian Bidang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. | Bidang
Penyelenggaran 444.465.200 444.465.200
Pemerintahan Desa
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Berdasarkan tabel

2. | Bidang
Pelaksanaan 132.098.800 132.098.800
Pembangunan
Desa

3. | Bidang Pembinaan 15.600.000 15.600.000

atan dan Belanja
& 2019(Sumber

erlihat bahwa Anggaran Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 24.651.150. Namun, pada tahun 2020 dana yang terealisasi

hanya sebesar Rp. 451.120.350.



Tabel 1.4

Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa Tahun 2020

No. Uraian Anggaran Realisasi Sisa/Lebih
(Rp) (Rp) (Rp)

1. Penghasilan Tetap 179.400.000 |.-163.000.000 16.400.000
Perangkat Desa

2. Tunjangan Perangkat 3.200.000 2.900.000 300.000
Desa

3. Jaminan
Ketenagakerjaan 162.000 0 162.000
Kepala Desa

4. Jaminan
Ketenagakerjaan 1.134.000 0 1.134.000
Perangkat Desa

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Teluk Kanidai Tahun 2020 (Sumber
Dana: Alokasi Dana Desa).

Dalam tabel 1.3 dapat dilihat bahwa bidang penyelenggaran pemerintah desa
tidak terelisasi sepenuhnya. Kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasikan tersebut
ialah penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan perangkat desa, jaminan
ketenagakerjaan kepala desa, dan jaminan ketenagakerjaan perangkat desa

sebagaimana yang dirincikan pada tabel 1.4 diatas.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Laporan.Realisasi APBDesa merupakan
laporan semester pertama disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir disampaikan paling lambat

akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyusun Laporan
APBDesa serta Laporan Realisasi Kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh

laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan Laporan



Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran.

Dalam Permendagri ada 5 (lima) tahapan tata kelola desa ada Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan.Pertanggungjawaban. Perencanaan
pengelolaan keuangan desa merupakan  penerimaan  ataupun pengeluaran
pemeringtahan desa pada tahun: anggaran' berkenaan yang dianggarkan dalam
APBDesa, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa, Penatausaahaan
keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, Pelaporan yaitu kepala cdesa
menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi semester pertama
kepada bupati,~dan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa. disampaikan oleh
kepala desa kepada camat setiap akhir tahun anggaran.

Permasalahan yang ditemui peneliti mengenai, akuntabilitas adalah kurangnya
pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam perubahan Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kurangnya pasrtisipasi
masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa
seperti pertemuan (rapat) desa dan kegiatan.getong royong.

Permasalahan yang ditemui peneliti mengenai transparansi adalah Desa Teluk
Kanidai belum menginformasikan APBDesa melalui website resmi Desa Teluk
kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Tetapi, Desa Teluk Kanidai telah
menginformasikan APBDesa berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh
masyarakat setempat. Namun, tidak terdapatnya dibaliho tersebut kegiatan apa saja

yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Sebagaimana yang telah



dijelaskan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 72 “Laporan
Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”.
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Lina Nasehatun. Nafidah dan-Nur Anisa(2017) yang meneliti
tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang
menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan; desa di kabupaten Jombang yakni
pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaann, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan
sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam memuwujudkan akuntabilitas
tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan
pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas,
pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak
sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapaalokasi pengeluaran
anggaran untuk kegiatan desa.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa
(ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai.Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar).
1.2 Rumasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun permasalahan dalam
permasalahan dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk “Menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi

pemerintah
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sebagai bahan evaluasi menge pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kecamatan Tambang.

3. Bagi Masyarakat Desa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa

bagaimana akuntabilitas serta transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD).
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1.5 Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan

BAB II

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil

Penelitian dan Pembahasan.
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Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari keseluruhan isi

penelitian dan mengemukakan saran bagi be

10
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TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUS

ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelanggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

11
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Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan dibidang

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi

kewenangan berdasarkan hak..asal usul, .kewenangan lokal berskala desa,

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan desa terdiri dari
Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangakat
Desa dan Perangkat Lainnya:

1. Kepala Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 37(1) “Kepala Desa

adalah PKPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan”.

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud Pasal 3 (1) mempunyai

kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan-tentang. pelaksanaan APBDesa

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan penegeluaran atas beban
APBDesa

d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)

e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Lanjutan)

f.  Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa, dan

g. Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

PKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 terdiri:

a.
b.
C.

2.

Sekretaris Desa

Kaur dan Kasi

Kaur Keuangan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU Rl No 6 Tahun 2014 Pasal 1 (4) Tentang UU Desa

“Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
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anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis”
Fungsi BPD menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55 yang berkaitan
dengan kepala desa yaitu:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala
desa

bagai unsur staf
csana Pengelolaan

’ a)

3) Kasi Pelayanan

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

d. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.

134
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menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan
barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Sekretaris Desa

Menurut. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “Sekretaris. Desa adalah

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagai unsur.staf sekretariat Desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)”.

a.

b.
C.

d.
e.

Fungsi sekretaris desa:

Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan untuk
kelancaran tugas kepala desa

Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa

Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Melakukaan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf

sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan.Desa).

Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis

yang menjalankan tugas PRPKD (PelaksanaPengelolaan Keuangan Desa).

5.

Kaur Keuangan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

Kaur Keuangan mempunyai tugas sebagai:

a. menyusun RAK Desa.

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan atau membayarkan, mentausahakan serta
mempertanggungjawabkan. -penerimaan  pendapatan desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.
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2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

. Transfer terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

1. Dana Desa.

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi
Daerah.

3. Alokasi Dana Desa (ADD).

4. Bantuan Keuangan dari APB Daerah Provinsi.

5. Bantuan Keuangan APB Daerah Kabupaten / Kota.

Bantuan Keuangan dari APB Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan APB
Daearah Kabupaten/Kota bersifat umum dan khusus tetapi tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

c. Pendapatan Lain-lain
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Penerimaan dari hasil kerja sama Desa.

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
Bunga bank.

Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4

Ul nCogin

Penyelenggaraan -, belanja | “penghasilan tetap, = tunjangan dan
operasionalpemerintahan Desa.

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
Pertanahan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

O N O 01 D

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan umum dan penataan ruang
Kawasan permukiman

Kehutanan dan lingkungan hidup
Perhubungan, komunikasi dan informatika
Energi dan sumber daya mineral
Pariwisata

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1.
2.
3.
4.

Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat
Kebudayaan dan kegamaan

Kepemudaan dan olahraga

Kelembagaan masyarakat

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

NoakowhE

Kelautan dan perikanan

Pertanian dan peternakan

Peningkatan kapasitas aparatur Desa

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

Dukungan penanaman modal

Perdagangan dan perindustrian

e. Penanggulangan bencana, keadaaan darurat dan mendesak yang terjadi
di Desa

1.
2.

Penanggulangan bencana
Keadaan darurat
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3. Keadaan mendesak

Jenis Belanja Desa terdiri atas:

1) Belanja Pegawai yaitu untuk Dianggarkan dalam bidang
penyelengaraan pemerintahan.-Desa untuk pengeluaran penghasilan
tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial
bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

2) Belanja Barang/Jasa yaitu untuk Digunakan untuk pengeluaran bagi
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan. Belanja barang/jasa tersebut digunakan untuk:

a) operasional pemerintah Desa.

b) pemeliharaan sarana prasarana Desa.

c) kegiatan sosialisasi / rapat / pelatihan /' bimbingan teknis.

d) operasional BPD.

e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga : bantuan uang untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membantu /> pelaksanaan tugas pelayanan  pemerintahan,
perencanaan pembangunan, - ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat Desa.

f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3) Belanja Modal yaitu digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
(untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa) yang nilai
manfaatnya lebih dari12 (duabelas) bulan dan menambah aset.

4) Belanja Tak Terduga yaitu belanja untuk kegiatan pada sub bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

yang berskala lokal Desa.
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3. Pembiayaan Desa

merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

sebagai  bagian dari SaS D juga memerlukan  sumber
pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka
mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa
harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dan dicatat
dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang

cukup memadai guna untuk membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan
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sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi

dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:27) Akuntabilitas (accountability) ialah konsep
stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara
efektif dan efisisen tanpa‘dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan
accountability. mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada
pemberi tanggungjawab. Maksud dari konsep stewardship di atas 1alah pengelolaan
atas suatu aktivitas yang dilakukan secara efektif dan efisien tanpa dibebani untuk
melaporkan suatu pengelolaan ataupun suatu aktivitas tersebut. Sedangkan,
accountability lebih mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang karyawan

terhadap suatu aktivitas yang ia lakukan kepada seorang manajer.

Akuntabilitas Pengelolaan-Alokast Dana. Desa dikelola berdasarkan praktik-
praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa
sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan.tertib dan disiplin anggaran. Tujuan
utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertangungjawaban
pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana
kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa
yang berperan besar dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan

bidang kemampuannya masing-masing.
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Desa dapat dikatakan accountable dari tahap perencanaan yang dilakukan oleh
aparatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana dalam tahap
inilah dilakukannya penyusunan APBDesa yang sesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). RKP “tersebut disusun dengan ‘melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) yang mana musrenbangdesa

itu dihadiri oleh pemerintah desa; BPD; dan tokeh masyarakat.

Menurut Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 “Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ialah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah
desa untuk menetapkan priaritas, program keguatan dan kebutuhan pembangunan
desa yang didanai olen Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

masyarakat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan pengelolaan keuangan
Desa yaitu:

1. Perencanaan

a. perencanaan pengelolaan keuangan “Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

b. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.

d. atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD Kepala Desa
menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran
APBDesa.

e. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa
kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3
(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Pelaksanaan
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a. pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank
yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

b. kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya menyusun (DPA) yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran
Desa, Rencana'Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya paling
lama 3 (tiga) hari kerja.setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.

c..sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan (DPA) yaitu Rencana
Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana
Anggaran Biaya paling.lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan rancangan DPA.

d. jika terjadi perubahan peraturan tentang APBDesa mengenai perubahan
anggaran ataupu perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur
pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan (DPPA) yaitu
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan dan Rencana Anggaran
Biaya Perubahan dan menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

e. kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa (arus kas masuk dan arus
kas keluar) berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

f. kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

. Penatausahaan

a. penatausahaan keuwangan dilakukan oleh Kaur ~Keuangan sebagali
pelaksana fungsi kebendaharaan:

b. kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku
kas umum.

c. pencataan pada buku kas ditutup setiap akhir bulan.

d. buku kas'umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur
Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

e. sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
buku kas umum.

f. sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

. Pelaporan

a. kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan
realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui
camat.

b. kepala Desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun berjalan.

. Pertanggungjawaban

a. kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran.
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b. laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

c. Peraturan Desa yang dimaksud :

a) laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APBDesa dan catatan
atas laporan‘keuangan.

b) laporan realisasi kegiatan.

c) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam.Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan'Desa beberapa indikator yang'dilakukan untuk pengukuran

dalam penelitian ini yakni:

Tabel 2.1
Indikator Perencanaan

No Indikator

1. | Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

2. | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

3. | Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk' dievaluasi.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.2
Indikator Pelaksanaan

No Indikator

1. | Pelaksanaan pengelolaan. keuangan Desa dilaksanakan melalui
rekening kas Desa pada bank'yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

2. | Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.

3. | Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15
(lima belas) hari kerja setelah Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan
DPA.

4. | Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi rancangan DPA kepada
Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
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Tabel 2.3
Indikator Penatausahaan
No Indikator
1. | Sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan harus

melakukan penatausahaan

2. | Kaur keuangan..mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas umum serta ditutup setiap akhir bulan.

3. | -Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh Kaur keuangan
dilaporkan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

4. | Sekretaris desa melaporkan-hasil-verifikasi, evaluasi dan analisis

kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.4
Indikator Pelaporan

No Indikator

1. Laporan pelaksanaan APBDesa menyusun dan menyampaikan
kepada Bupati/Wali kota oleh Kepala Desa melalui berupa laporan
semester pertama.

2. Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama merupakan
laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran.

3. Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
paling lambat minggu kedua bulan'Juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2.5
Indikator Pertanggungjawaban

No

Indikator

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan
kepada Bupati/Wali kota melalui camat oleh Kepala Desa setiap
akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi
kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah beserta
program lainnya yang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
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2.1.5 Transparansi

Menurut Hafiz (2014:11) Transparansi memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
mempunyai hak.untuk™ mengetahui secaraterbuka serta menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Khanna (2017) dalam (Rusdiyanto, 2019:163) transparansi mengacu
pada ketersediaan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan yang
berkaitan dengan aspek yang terkait dengan lembaga yang bersangkutan.

Pengelolaan ~dana desa harus berdasarkan pada proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan, pelakasanaan kegiatan yang dapat di
pertanggungjawabkan secara admininstratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi
sebagai peran lembaga kemasyarakatan, dam pelestarian kegiatan yang
dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penggunaan
dana desa dibagi menjadi dua bagian, yaiutu untuk penyelenggaraan pemerintah

desa sebesar 30% dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Transparansi juga dapat diartikan sebagal keterbukaannya informasi yang
berhubungan ada di desa kepada masyarakat setempat mengenai pendapatan desa,
belanja desa, kas masuk dan keluar serta besaran alokasi dana desa yang

diperuntukkan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di desa Teluk Kanidai.

Transparansi ialah salah satu aspek yang mendasar bagi terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang
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baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses informasi

untuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi juga memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai
informasi keuangan maupun kebijakan yang di ambil oleh. pemerintah serta
menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi

tersebut.

Akibat tidak dilakukannya transparansi pelaporan kepada masyarakat desamaka
besaran dana-yang di anggarkan oleh pemerintah terdapat kemungkinan

penyelewengan yang menimbulkan adanya korupsi di dalam desa itu sendiri.

Sesual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa harus transparan sesuai.dengan peraturan seperti
berikut:

Tabel 2.6

Indikator Transparansi
No. Indikator
1. | Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat
serta ada media informasi mengenai kegiatan yang sedang
dijalankan .
2. | Adanya papan.informasi mengenai kegiatan apa saja yang sedang
dijalankan.
3. | Laporan pelaksanaan'APBDesa dan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. | Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban
realisasi APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat.
Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2.1.6 Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan
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tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan
desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan
serta pelayanan masyarakat. Maraknya otonom daerah mendorong pemerintah desa
untuk lebih memberdayakan masyarakat dan.mengoptimalkan sumber daya yang

ada baik itu dari desa maupun dari luar.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-:tJndang Nomor'6 Tahun 2014
Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan.yang diterima
kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Bealanja
Daerah (APBD) setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus.

Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber. pendapatan desa.
Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat
(1) bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan UUD
Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Nurcholis (2017) dalam (Lesmana et al, 2019) tujuan dari Alokasi

Dana Desa (ADD) adalah .

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa
dan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan
kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

7. Mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong royong masyarakat.
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8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha
Milik Desa (Bumdes).
Manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD) ialah:
1.
2.
3.
2.1.7 Asas
P euangan Desa
dikelola be akukan dengan
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b. Akuntabel perwuju ewajil mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas
akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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c. Partisipatif ~ yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang

mengikutsertakan kelembagaan desa dan masyarakat desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus

patif, responsif
il sparan.
an prinsip
pilitas pada tahap
pelaksanaan ini hanya
e A

4 .

oertanggungjawaban
fisik, tetapi dari sisi
administrasi telah
dilaksanakan sesuai
ketentuan yang
ditetapkan.
Pertanggungjawaban
program (ADD) di
Kecamatan Umbulsari
secara teknis maupun
pertanggungjawaban
sudah cukup baik.
Pertanggungjawaban
pengelola Alokasi Dana
Desa pada masyarakat
yakni dengan bentuk
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Fachrul
2017

fisik sedangkan kepada
pemerintah diatasnya
dalam bentuk laporan
yang petunjuk teknisnya
telah ditentukan oleh
pemerintah kabupaten.

dapatkan
z‘ positif dari

empat.
p

dan
Pengelolaan
Desa

Deli Serdang

ana Desa, meski ada
beberapa desa yang
sudah mampu
mengefisiensikan
Alokasi Dana Desa
maupun Dana Desa
pada tahun anggaran
tersebut.

Muttiarni, 2020

Evaluasi
Pengelolaan
Keuangan
Desa Di Desa
Timbuseng
Kecamatan
Pattalassang

Metode
Deskriptif
Kualitatif

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan
pemerintah Desa
Timbuseng telah sesuai
dengan Permendagri
No0.20 Tahun 2018 yaitu
transparan, akuntabel,
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Kabupaten
Gowa

»

partisispatif, tertib, dan
disiplin anggaran
dengan terpenuhinya
semua indikator serta
pengelolaan keuangan
desa yang sangat efektif

an.sudah berjalan
« ﬁ: gan Peraturan
: N 22 Tahun
" ‘4’] al Pemberian
' si'Dana Desa.

aupun nonfisik. Selain
itu Penerapan ADD di
Desa Suwaan juga telah
sesuai dengan prinsip
pengelolaan ADD
merupakan transparan,
akuntabel, dan
partisipatif. Hal ini
dapat dilihat dari adanya
keterbukaan pada
masyarakat terkait
laporan dan pelaksanaan
Alokasi Dana Desa,
serta melibatkan peran
serta aktif segenap
warga setempat.
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2017

Putu Andi Suarjaya,

Akuntabilitas
dan
Transparansi
Pengelolaan

Alokasi Dana

Metode
Deskriptif
Kualitatif

Berdasarkan data yang
diperoleh dari Desa
Bubunan Kecamatan
Seirit Kabupaten
Bulelang hasil

»
Jari penelitian ini
ﬁ D

“; n Alokasi
Desa di 10
Jesa di
ﬂ:f Candi Puro

paten Lumajang
I

tabilitas,
rtisipasi serta
fsﬁ nsi. Hal itu

a dilihat dari

da tahap pelaksanaan
program ADD di
Kecamatan Candipuro
telah menerapkan
prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Hal itu
dapat dilihat dari
pelaksanaan program
ADD yang sudah ada di
papan informasi serta
ada yang dijadikan
baliho. Pelaporan ADD
di Kecamatan
Candipuro sudah
dilaksanakan
sepenuhnya karena

enerapkan asas-

‘u .
i
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l

Perencanaan

Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) (Studi Kasus
Desa Teluk Kanidai
Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar)

A 4

Hasil Penelitian

laporan yang terkait
dengan Alokasi Dana
Desa telah lengkap.
Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban
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2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengemukakan

hipotesis sebagai berikut ini:

(ADD)

sesuai denga
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METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

(gabungan

kualitatif da

Kampar.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran

dalam penelitian ini yakni:

1. Indikator Akuntabilitas.

34



35

Tabel 3.1
Indikator Perencanaan

No

Indikator

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Okiober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun'2018

Tabel 3.2
Indikator Pelaksanaan

No Indikator

1. | Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan melalui
rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

2. | Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.

3. | Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15
(hma belas) hari kerja setelah Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan
DPA.

4. | Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi rancangan DPA kepada
Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 3.3
Indikator Penatausahaan
No Indikator
1. | Sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan harus

melakukan penatausahaan.

2. | Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas umum serta ditutup setiap akhir bulan.

3. | Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh Kaur keuangan
dilaporkan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

4. | Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis

kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
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Tabel 3.4
Indikator Pelaporan

No

Indikator

Laporan pelaksanaan APBDesa menyusun dan menyampaikan kepada
Bupati/Wali kota oleh Kepala Desa melalui.berupa laporan semester
pertama.

Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama merupakan laporan
pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi anggaran.

Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling
lambat minggu'kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 3.5
Indikator Pertanggungjawaban

No

Indikator

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan kepada
Bupati/Wali kota melalui camat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa

Peraturan desa disertai dengan laporan ‘keuangan diantaranya laporan
realisasi APBDesa, laporan. realisasi kegiatan, dan daftar program
sektoral, program daerah beserta program lainnyayang masuk ke desa.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2. Indikator Transparansi

Tabel 8.6
Indikator Transparansi
No. Indikator
1. | Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat

serta ada media informasi mengenai kegiatan yang sedang
dijalankan .

2. Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. | Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban

realisasi APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat.

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
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3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer

3.5 Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan menggunakan wawancara
secara langsung dengan pihak yang berkompeten yang mengetahui tentang
permasalahan yang diangkat, guna untuk memperoleh informasi yang akurat

sehubungan dengan data-data yang diperlukan.
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2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data seperti Laporan

Kekayaan Milik Desa (KMD), Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan

Desa, dan aan tan Belanja Desa
(A
3.6 Tek ¢RSITAS 'SMM,%,
W\ L4
Menu n n 0 lam penelitian ini
penulis me f isis data :
1. Dat 3 am —
Pen ng:, di Ieh:;:d wancara, dan
dokumentasi atau g n '.él'nt i Fém
2. Data ed
Data elp@ A : w atau yang terperinci.
Dengan car. milit okok, serta fokus
terhadap a . Den ; yang telah direduksi
akan memberi a mempermudah peneliti
untuk melakukan pen jutnya bila diperlukan.

3. Data Display (Penyajian Data)
Data yang diperoleh dikelompokkan dari permasalahan dan dibuat dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejensinya
sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan data satu dengan
data yang lainnya.

4. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi)
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Data yang sudah direduksi dan disajikan akan disimpulkan secara
sementara.

Setelah data-data semua sudah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti

akan menganalisis if, berdasarkan teori

PN TS M
yang rele “r% “\‘\ 9“
ditarik kesimpt

o
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran U Objek Penelitian

Tambang,
wilayah £
ditempuh * 3 abupate dengs U yang ditempuh
+ 90 menit.
sungai, per

permukaan

Raja.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Tarai Bangun Kecamatan
Tambang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kubang Raya Teratak Buluh

Kecamatan Siak Hulu.

40
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4.1.2 Gambaran Umum Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Teluk Kanidai, jumlah
penduduk yang tercatat dengan total 2.651 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak
760 KK. Rinci jenis kelami jumlah 1.381 jiwa,

sedang

No. e lami
1. -laki
2. 7

Sumbe K > &

Berdas ' Jumlah Pendud nis Kelamin di
Desa Teluk Kanidai lebih banyak laki-laki yaitu. dengan jumlah 1.381 jiwa
sedangkan p rju a penduduk.

A W
EK mavsian™

No. lah
1. ) 11
2. ik 263
3. 361
4. 19- 281
5. 26-40 Ta 683
6. 41-55 Tahun 651
7. 56-65 Tahun 77
8. 65-75 Tahun 24

Jumlah 2.651

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

42

Berdasarkan tabel 4.2 diatas Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Teluk
Kanidai yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan dengan usia

65-75 Tahun yang berjumlah 24 Orang.

E

-ga

aa'e [ )
SIS
|

o

1
2
3.
4.
5
6

b

\
»e

Q|

Sumbe

Teluk Kanidai

K) sebanyak 22

ata Pencaharian

No. Mata Penc AP Jumlah
1 Buruh Tani 725
2. Nelayan 10
3. Buruh Harian Lepas 360
4 Buruh Usaha Jasa Hiburan dan

Pariwisata 22
5 Perangkat Desa 6
6. Bidan Swasta 1
6. PNS 5
7 TNI 1
8 Belum Bekerja 945
Jumlah 2.075

Sumber: Profil Desa Teluk Kanidai
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Teluk Kanidai
mayoritasnya tidak bekerja dengan jumlah penduduk 945 dari total jumlah 2.075

penduduk.

S EIR N

Sumbe

Berdas s'dzripa at ba uk Desa Teluk

Kanidai ber is engan jumlah pendudul il d

e
o

lah

HlwnNE
LY
.

12

Sumber: Profil Desa idai

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa tempat ibadah yang ada di Desa
Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu Masjid yang

berjumlah 9 sedangkan Musholla/Surau/Langgar berjumlah 3.

4.1.3 Struktur Organisasi

4.1 Gambar Struktur Organisasi
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4.1.4 Visi dan Misi

1. Visi

\ 4

KEPALA DESA

BUDI SETIAWAN

.Ju,

\\“

44

Diketahui bahwa untuk 5 (lima) tahun kedepan 2015-2020 visi Desa Teluk

Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ialah:

“Mewujudkan Masyarakat Desa Teluk Kanidai yang Tidak Berkotak-

kotak untuk membangun desa”.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

45

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur
untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Teluk Kanidai baik secara individu maupun kelembagaan

n.Desa Teluk .k alami suatu perubahan

S Vannaatthy, e
2

dari segi

"

¢
‘.
i<
g
i
g
v

*h
o
‘,h"

4.2 Hasil Penelitian dan Pemba

1. Akuntabilitas

Akuntabilis memiliki 5 (lima) tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Desa dapat dikatakan
accountable dari tahap perencanaan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam

mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana dalam tahap inilah dilakukannya
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penyusunan APBDesa yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP
tersebut disusun dengan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdesa) yang mana musrenbangdesa itu dihadiri oleh pemerintah desa,

Pemerintal
desa untuk

desa yang d

masyarakat,

camat oleh Kepala Desa untuk dievaluasi.

Tabel 4.7
Indikator Perencanaan

Sesuai
(S)
No. Pertanyaan Kesimpulan Tidak
Wawancara Sesuai
(TS)




47

Apakah Sekretaris Desa menyampaikan

Sekretaris desa

Rancangan Peraturan Desa tentang | menyampaikan
APBDesa kepada Kepala Desa? rancangan
peraturan desa
kepada kepala desa.
Apakah Rancangan Peraturan Desa | Rancangan

tentang.-APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan?

APBDesa disusun
dari bulan Februari
sampai akhir bulan
Juni tahun berjalan.

Apakah Rancangan: ‘Peraturan ' Desa
tentang APBDesa' disampaikan Kepala

APBDesa
disampaikan kepala

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui | desa melalui camat S
camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak | pada tanggal 17
disepakati untuk dievaluasi? Juni untuk
dievaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.7 Perencanaan yang
dilakukan oleh'Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah
sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan Desa Teluk Kanidai -Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar ialah berupa pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan
melalui rekening pada. bank yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Kaur
Keuangan menyusun rancangan. RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)
berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah disetujui kepala
desa. RAK (Rencana Anggaran Kas Desa) tersebut disampaikan kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa yang telah memverifikasi rancangan RAK Desa
(Rencana Anggaran Kas Desa) yang telah diajukan Kaur Keuangan. RAK Desa
(Rencana Anggaran Kas Desa) memuat arus kas masuk yang meliputi (Pendapatan

Asli Desa, transfer dan penapatan lain) dan arus kas keluar meliputi (semua




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

48

pengeluaran belanja atas beban APBDesa) yang digunakan mengatur penarikan

dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA (Dokumen

Pelaksanaan Anggaran) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Sesuai
(S)
Tidak
Sesuai
(TS)
S
S
Peraturan
epala Desa
tentang Penjabaran
APBDesa  telah
ditetapkan.

3. | Apakah Sekretaris Desa melakukan | Sekretaris Desa
verifikasi rancangan DPA paling lama 15 | melakukan S
(lima belas) hari kerja setelah Kaur dan | verifikasi
Kasi menyerahkan rancangan DPA? rancangan  DPA

paling lama 15
(lima belas) hari
kerja.

4. | Apakah Sekretaris desa melaporkan hasil | Sekretaris desa
verifikasi rancangan DPA kepada Kepala | melaporkan hasil
Desa untuk disetujui? verifikasi S




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

49

rancangan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

kepada

Penatausahaan

berupa Buk
sebagainya.

(SisKeuDes).

ahaan Desa Teluk

ada Permendagri.
Kanidai yaitu

Tunai,Dan lain

Sesuai
(S)
No. Pertanyaan Kesimpulan Wawancara | Tidak
Sesuai
(TS)

1. | Apakah Sebagai pelaksana | Penatausahaan telah
fungsi  kebendaharaan, Kaur | dilakukan oleh kaur S
Keuangan harus melakukan | keuangan.
penatausahaan?

2. | Apakah Kaur keuangan | Kaur  keuangan  sudah
mencatat setiap penerimaan dan | mencatat setiap penerimaan
pengeluaran dalam buku kas dan pengeluaran dalam S
umum serta ditutup setiap akhir | buku kas umum secara
bulan?
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tertib yang ditutup setiap
akhir bulan.

3. | Apakah Buku kas umum yang | Buku kas umum yang
ditutup setiap akhir bulan oleh | ditutup setiap akhir bulan
Kaur keuangan dilaporkan | oleh kaur keuangan

kepada sekretaris Desa paling | dilaporkan kepada S
lambat_.tanggal’ 10 (sepuluh) [ sekretaris desa palinglambat
bulan berikutnya? tanggal 10 bulan
berikutnya.
4. | Apakah Sekretaris desa | Sekretaris  desa telah
melaporkan hasil.. ~verifikasi, | melaporkan hasil verifikasi, S

evaluasi dan-ranalisis kepada | evaluasi< ,serta  analisis
Kepala Desa untuk disetujui? kepada Kepala Desa untuk
disetujui

Berdasarkan hasil wawancara tabel 4.9 yang disajikan diatas kaur keuangan
desa mecatat setiap penerimaan serta pengeluaran dalam buku kas umum dan
ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas
umum yang terdiri dari buku pembantu bank yaitu untuk catatan penerimaan serta
pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak yaitu untuk catatan
penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak dan buku pembantu

panjar yaitu untuk catataan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

1.4 Pelaporan
Laporan pelaksanaan APBDesa 'menyusun dan menyampaikan kepada
Bupati/Wali kota oleh Kepala Desa melalui berupa laporan semester pertama dan
Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan pada tanggal 17

Juni tahun berjalan.



Tabel 4.10
Indikator Pelaporan
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Sesuai
(S)
No. Pertanyaan Kesimpulan Wawancara | Tidak
Sesuai
(TS)

1. | Apakah Laporan pelaksanaan | Kepala Desa telah
APBDesa  menyusun dan | menyusun dan
menyampaikan kepada“| ‘menyampaikan Laporan S
Bupati/Wali -kota oleh Kepala | pelaksanaan APBDesa
Desa melalui berupa laporan | kepada  camat  berupa
semester pertama? laporan semester pertama.

2. | Apakah Laporan pelaksanaan | Laporan pelaksanaan
APBDesa semester pertama | APBDesa semester pertama S
merupakan laporan pelaksanaan | ialah laporan pelaksanaan
APBDesa dan laporan realisasi | APBDesa  dan _laporan
anggaran? realisasi anggaran.

3. | Apakah Laporan pelaksanaan | Laporan pelaksanaan
APBDesa semester pertama | APBDesa semester pertama
disampaikan paling lambat | disampaikan pada bulanJuni S
minggu kedua bulan Juli tahun | tahun berjalan yaitu
berjalan? pada tanggal 14 Juni.

Berdasarkan hasil wawancara tabel

4,10 yang disajikan diatas Laporan

pelaksanaan APBDesa semester pertama sudah disampaikan pada bulan Juni tahun

berjalan dan telah sesuai.dengan Permendagri Nomor.20 Tahun 2018.

1.5 Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri Tahun 2018 Pasal 71 ayat 1 “Laporan Pertanggungjawaban

merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun

anggaran”
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Indikator Pertanggungjawaban
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No.

Pertanyaan

Kesimpulan:\\Wawancara

Sesuai
(S)
Tidak
Sesuai
(TS)

Apakah Laporan
pertanggungjawaban  realisasi
APBDesa disampaikan kepada
Bupati/Wali kota melalui camat
oleh Kepala Desa setiap akhir
tahun anggaran?

Laporan
pertanggungjawaban
realisasi APBDesa
disampaikan kepala. desa
melalui camat = kepada
Bupati/Wali kota melalui
camat oleh Kepala Desa
setiap akhir tahun anggaran.

Apakah Laporan
pertanggungjawaban  realisasi
APBDesa disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan setiap
akhir tahun anggaran berkenaan
yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa?

Laporan
pertanggungjawaban
realisasi APBDesa
disampaikan bulan Februari
tahun berjalan.

Apakah Peraturan, desa disertai
dengan. laporan~ /~keuangan
diantaranya laporan realisast
APBDesa serta laporan realisasi
kegiatan, dan daftar program
sektoral, program daerah beserta
program lainnya yang masuk ke
desa?

Peraturan desa yang disertai
dengan laporan keuangan,
laporan realisasi kegiatan,
dan daftar program sektoral,
program daerah beserta
program  lainnya yang
masuk ke desa sudah
dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.11 semua Laporan

Pertanggungjawaban yang dilakukan olenh Desa Teluk Kanidai Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun

2018.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dari tahap




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

53

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban
telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan

Accountable.

belum sep

belum terdapat di papa ormasi desa menge masukan maupun
pengeluaran. Serta tidak te 2 Desa di website

resmi Desa

Sesuai
(S)
Tidak
Sesuai
(TS)

No.

1. | Apakah Pembukuan Kas masuk | Pembukuan kas masuk dan
dan keluar dapat diakses oleh | kas keluar telah | TS
masyarakat serta ada media | dilaksanakan oleh  kaur
informasi mengenai kegiatan | keuangan, hanya saja tidak
yang sedang dijalankan? dapat diakses dengan mudah
oleh masyarakat melalui
media informasi. Karena,
tidak terdapat adanya papan
informasi atau media
informasi lainnya.
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Apakah Laporan pelaksanaan | Laporan pelaksanaan
APBDesa dan laporan | APBDesa dan  laporan
pertanggungjawaban  realisasi | pertanggungjawaban relisasi
APBDesa diinformasikan | APBDesa telah
kepada masyarakat dengan | diinformasikan kepada | TS
media informasi yang mudah | masyarakat.melalui baliho.
diakses oleh masyarakat? Namun, belum  adanya
kegiatan apa saja yang sudah
terlaksana maupun belum
terlaksana.
Apakah Laporan pelaksanaan | Laporan pelaksanaan
APBDesa dan laporan | APBDesa'dan Laporan S
pertanggungjawaban  realisasi | pertanggungjawaban
APBDesa disampaikan kepada | realisasi APBDesa telah
bupati melalui camat? disampaikan camat kepada
bupati.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.12 diatas Tahap
Transparansi belum terlaksana. Desa Teluk Kanidai belum menginformasikan
APBDesa melalui website resmi Desa Teluk kanidai Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar. Tetapi, Desa Teluk Kanidai telah menginformasikan APBDesa
berupa baliho yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat setempat. Namun,
tidak terdapatnya dibaliho tersebut kegiatan apa saja yang sudah terlaksana maupun
belum terlaksana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Pasal 72 ayat 1 dan 2 “Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada
masyarakat melalui media informasi. Informasi yang sebagaimana dimaksud yaitu:
(a) laporan realisasi APBDesa; (b) laporan realisasi kegiatan; (c) kegiatan yang
belum selesai dan/atau tidak terlaksana; (d) sisa anggaran; dan (e) alamat

pengaduan”.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tranparansi Pengelolaan Alokasi
Dana Desa tidak transparency karena belum sepenuhnya sesuai dengan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

resmi Desa

Teluk Kanide

5.2 Saran

Kaur keuangan desa mengatakan bahwa tidak adanya website resmi desa
mengenai laporan realisasi pertanggungjawaban yaitu kurangnya bimbingan dari
pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat setempat. Pemerintah sebaiknya memberikan praktek untuk

mengelola alokasi dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

56
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Penelitian ini hanya membahas secara teknik pengelolaan alokasi dana desa

berdasarkan Permenagri Nomor 20 tahun 2018 yang meliputi Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Penelitian ini

pmponen yang

terdapat pada pe aan alokasi dane , untuk tahapan
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